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ABSTRACT

The diversity of Indonesian society, characterized by a variety of religions, ethnicities, 
races, and cultures, has the potential to be an integrative strength, but it also harbors the risk 
of social conflict if not managed wisely. The government environment, as a representation of the 
state, plays a strategic role in maintaining social stability thru the strengthening of inclusive 
national and religious values. This study aims to analyze the internalization of religious moder-
ation values as an instrument for preventing social conflicts within the government environment. 
This research uses a qualitative approach with literature study methods and conceptual analysis 
of relevant policies, regulations, and bureaucratic practices. The study results show that the 
internalization of religious moderation values, which include national commitment, tolerance, 
anti-violence, and an accommodative attitude toward local culture, can strengthen an inclusive, 
professional, and non-discriminatory work culture. The integration of these values into internal 
policies, education and training for officials, exemplary leadership, and a sustainable oversight 
system has proven to contribute to minimizing the potential for intolerance and radicalism within 
the bureaucracy. The internalization of the values of religious moderation within the government 
environment not only serves to strengthen the ethics of the apparatus but also acts as a preven-
tive strategy in maintaining harmony and preventing social conflicts. This effort becomes import-
ant in supporting the realization of harmonious, just, and nation-oriented governance.
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ABSTRAK

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, suku, ras, dan 
budaya berpotensi menjadi kekuatan integratif, namun juga menyimpan kerawanan konflik sosial 
apabila tidak dikelola secara bijaksana. Lingkungan pemerintahan sebagai representasi negara memi-
liki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan dan 
keagamaan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai moderasi 
beragama sebagai instrumen pencegahan konflik sosial di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis konseptual ter-
hadap kebijakan, regulasi, serta praktik birokrasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 
internalisasi nilai moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, 
serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal dapat memperkuat budaya kerja yang inklusif, pro-
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Abstract

Hindu teachings emphasize that all actions must be based on dharma in order to achieve har-
mony and happiness. Tri Hita Karana is a Hindu religious teaching that focuses on harmonious rela-
tionships with God, fellow humans and the environment. Harmonizing these three relationships will 
bring happiness. One way to implement this harmonious relationship is by implementing punia funds. 
Carrying out good dana punia or what is called satwika dana punia is a way of establishing a harmo-
nious relationship, both with God through yadnya, as well as with fellow humans and the surrounding 
environment. This tri-harmony relationship provides philosophical value in building a foundation, as 
a form of actualizing Hindu religious teachings both vertically and horizontally.
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Abstrak

Ajaran Hindu menekankan segala perbuatan harus berdasarkan dharma agar tercapai kehar-
monisan dan kebahagiaan. Tri Hita Karana merupakan ajaran agama Hindu yang menitik beratkan 
pada hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Harmonisasi ketiga 
hubungan ini akan membawa kebahagiaan. Salah satu cara mengimplementasikan hubungan har-
monis tersebut ialah dengan melaksanakan dana punia. Melaksanakan dana punia yang baik atau 
disebut dengan satwika dana punia merupakan cara menjalin hubungan harmonis, baik dengan Tu-
han melalui yadnya, maupun dengan sesama manusia serta dengan lingkungan sekitar. Hubungan tri 
harmoni ini memberikan nilai filosofi dalam membangun sebuah pondasi, sebagai bentuk aktual-
isasi ajaran agama Hindu baik secara vertikal maupun horizontal.
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I.	 PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan salah satu 
program strategis Kementerian Agama Republik 
Indonesia dalam mewujudkan kehidupan mas-
yarakat Indonesia yang rukun di tengah kema-
jemukan. Gagasan ini dicanangkan oleh Menteri 
Agama pada tahun 2019 dan kemudian dijadikan 
arus utama pembangunan nasional. Moderasi 
beragama juga telah dimasukkan secara resmi 
ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang 
disusun oleh Kementerian Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional/Bappenas (Apriani, dkk. 2022). 
Keberagaman Indonesia dari segi agama, suku, 
dan budaya menjadi landasan penting lahirnya 
konsep moderasi beragama sebagai upaya men-
jaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Dalam 
publikasinya, Kementerian Agama menjelaskan 
bahwa moderasi beragama diperlukan setidaknya 
karena tiga hal pokok, yaitu: (a) menghadirkan 
pemahaman ajaran agama yang proporsional dan 
menghindari sikap fanatik antarkelompok; (b) 
bersifat reformatif, yakni mampu menyesuaikan 
pemahaman keagamaan dengan perkembangan 
zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran; dan (c) 
menjadi strategi dalam merawat kebudayaan ser-
ta memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa 
yang majemuk (Lesmana, 2022).

Internalisasi moderasi beragama dalam 
kehidupan bernegara menjadi sangat penting 
agar pemahaman keagamaan yang berkembang 
di masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai 
kebangsaan. Apalagi di era digital, ketika berb-
agai informasi dan pengetahuan, termasuk ajaran 
agama, dapat diakses dengan mudah. Jika mas-
yarakat tidak mampu menyaring sumber dan ref-
erensi keagamaan secara tepat, maka berpotensi 
terjadi kesalahan penafsiran yang dapat melahir-
kan sikap fanatisme. Fanatisme inilah yang ker-
ap menjadi salah satu pemicu munculnya konflik 

sosial, bahkan hingga pada bentuk kekerasan dan 
terorisme. Menurut Firdaus M. Yunus, terdapat 
beberapa faktor yang menyebabkan konflik an-
tarumat beragama, di antaranya: (1) klaim ke-
benaran (truth claim), yaitu pemahaman ajaran 
agama yang tidak menyeluruh disertai semangat 
berlebihan dalam menyebarkan keyakinannya, 
sehingga cenderung memaksakan kehendak dan 
merendahkan pihak lain yang berbeda; serta (2) 
doktrin jihad yang dipahami secara parsial, se-
hingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap 
makna jihad yang sesungguhnya dalam ajaran 
agama (Yunus, 2014). 

Sejumlah konflik bernuansa agama pernah 
terjadi di Indonesia, seperti konflik di Poso pada 
tahun 1998 hingga 2001, konflik antara komu-
nitas Sunni dan Syiah di Sampang pada tahun 
2012, serta polemik pendirian rumah ibadah di 
Bogor pada 2007. Selain itu, terdapat pula aksi 
terorisme, seperti peristiwa bom bunuh diri oleh 
satu keluarga di Surabaya pada tahun 2018 yang 
menyasar gereja, serta penyerangan di Markas 
Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakar-
ta Selatan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh 
seorang perempuan yang diduga terlibat jaringan 
teroris. Berbagai konflik berlatar belakang ag-
ama tersebut menjadi ironi bagi Indonesia yang 
secara konstitusional berbentuk negara kesatuan. 
Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama, 
baik pemerintah maupun masyarakat, untuk terus 
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai 
respons terhadap berbagai peristiwa tersebut, pe-
merintah mengarusutamakan penguatan moder-
asi beragama. Upaya ini memerlukan dukungan 
yang kuat, termasuk dari lembaga-lembaga pe-
merintahan, agar penguatan moderasi beragama 
dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Lembaga-lembaga pemerintah memiliki 
peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-
nilai moderasi beragama di tengah kehidupan 
masyarakat yang majemuk. Internaliasi tersebut 

https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/276

fesional, dan non-diskriminatif. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan internal, pendidikan 
dan pelatihan aparatur, keteladanan pimpinan, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan terbukti 
berkontribusi dalam meminimalisasi potensi intoleransi dan radikalisme di birokrasi. Internalisasi 
nilai moderasi beragama di lingkungan pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai penguatan eti-
ka aparatur, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik 
sosial. Upaya ini menjadi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 
harmonis, adil, dan berorientasi pada persatuan bangsa.
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tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan 
memerlukan sinergi antarlembaga agar kebija-
kan, program, dan implementasi di lapangan ber-
jalan selaras dan berkesinambungan. Setiap insti-
tusi, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu 
menjadikan moderasi beragama sebagai bagian 
dari arus utama dalam perencanaan, pelaksanaan, 
hingga evaluasi program kerja. Sinergi ini dapat 
diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, pen-
guatan regulasi, integrasi nilai moderasi dalam 
pendidikan dan pelayanan publik, serta pembi-
naan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan 
kerja sama yang terstruktur dan kolaboratif, lem-
baga pemerintah tidak hanya berperan sebagai 
pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai teladan 
dalam menampilkan sikap adil, inklusif, dan tol-
eran. Melalui upaya bersama tersebut, nilai-nilai 
moderasi beragama dapat tertanam secara siste-
matis dalam budaya birokrasi dan kehidupan so-
sial, sehingga mampu memperkokoh persatuan 
dan menjaga keharmonisan bangsa.

II.	 METODE

Jurnal ini menerapkan metode penelitian kual-
itatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang dis-
usun secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada 
pendalaman proses internalisasi nilai-nilai moderasi 
beragama sebagai instrumen dalam mencegah konf-
lik sosial di lingkungan pemerintahan. Dalam proses 
analisis data, penulis menempuh beberapa tahapan 
agar temuan yang dihasilkan bersifat rasional, ob-
jektif, dan berbasis fakta empiris (Sugiyono, 2022). 
Tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian 
data, verifikasi data, serta interpretasi hasil peneli-
tian. Penelitian ini juga memanfaatkan metode studi 
kepustakaan dengan menelusuri berbagai referen-
si melalui Google Scholar dan sumber literatur lain 
yang relevan guna memperkuat landasan teoritis. 
Validitas data dalam jurnal ini turut didukung oleh 
kontribusi berbagai jurnal ilmiah dan buku-buku ter-
kait yang menjadi rujukan dalam penyusunan dan 
penyempurnaan penelitian.

III.	 PEMBAHASAN

a.	 Konsep Moderasi Beragama

Istilah moderat berasal dari bahasa Latin 
moderatio yang bermakna sikap tengah, tidak 

berlebihan dan tidak pula kekurangan. Kon-
sep ini dapat dipahami sebagai prinsip bersikap 
adil dan seimbang, yakni menempatkan sesuatu 
secara proporsional sesuai situasi dan kondi-
si, tanpa memihak secara ekstrem. Dengan de-
mikian, moderasi dapat dimaknai sebagai upaya 
mengambil jalan tengah serta berperan sebagai 
penengah dengan tetap berpegang pada keseim-
bangan nilai (KEMENAG RI, 2019: 15-19). 
Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering 
dikaitkan dengan makna rata-rata (average), 
inti (core), baku (standard), atau tidak berpihak 
(nonaligned). Dari pengertian tersebut dapat di-
simpulkan bahwa sikap moderat menekankan ke-
seimbangan dalam keyakinan, etika, dan praktik 
beragama. Sementara itu, menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), moderat berarti meng-
hindari perilaku ekstrem, memilih jalan tengah, 
serta bersedia menerima perbedaan pandangan. 
Sikap ini memungkinkan seseorang terbuka terh-
adap keberagaman latar belakang yang ada dalam 
kehidupan social (Fitriyana, 2020: 7).

Moderasi beragama sendiri merupakan 
suatu proses penguatan keyakinan terhadap 
agama yang dianut, sekaligus memberi ruang 
kepada pemeluk agama lain untuk menjalank-
an ajaran dan ibadah sesuai kepercayaannya. 
Individu yang memiliki karakter moderat akan 
teguh dalam menjalankan ajaran agamanya, 
namun tetap menghormati dan mengakui hak 
orang lain dalam menjalankan keyakinannya. 
Sikap saling menghormati tersebut tercermin 
dalam interaksi sosial yang harmonis di tengah 
masyarakat majemuk (Fajron, dkk. 2020: 23). 
Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai 
sikap seimbang dalam mengamalkan ajaran 
agama, baik terhadap sesama pemeluk agama 
maupun antarumat beragama. 

Sikap ini tidak muncul secara spontan, me-
lainkan dibentuk melalui pemahaman keagamaan 
yang komprehensif serta pengamalan ajaran ag-
ama secara benar dan proporsional sesuai den-
gan tuntunan yang sahih (Maimun. 2019: 22-23). 
Dalam dinamika kehidupan dewasa ini, berbagai 
paham tumbuh dan berkembang dengan cepat. 
Sebagian di antaranya mengusung pesan perda-
maian, namun tidak jarang menyimpan tujuan 
tersembunyi yang tidak tampak secara langsung, 
sehingga masyarakat mudah terpengaruh. Oleh 
karena itu, indikator moderasi beragama men-
jadi pedoman untuk menilai apakah cara pan-
dang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang 
tergolong moderat atau justru ekstrem. Terdapat 
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empat indikator utama dalam moderasi berag-
ama, yaitu sebagai berikut:

a)	 Komitmen Kebangsaan
Komitmen menurut KBBI berarti keterika-
tan atau tanggung jawab untuk melakukan 
sesuatu, sedangkan kebangsaan berkaitan 
dengan kesadaran dan identitas sebagai 
bagian dari suatu bangsa. Dalam konteks 
moderasi beragama, komitmen kebang-
saan berperan penting untuk menilai sejauh 
mana pandangan dan praktik keagamaan 
seseorang selaras dengan kesetiaannya ke-
pada negara, khususnya dalam menerima 
Pancasila sebagai dasar negara dan Un-
dang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitu-
si tertinggi. Sebagaimana disampaikan oleh 
Lukman Hakim Saifuddin, pengamalan 
ajaran agama sejatinya sejalan dengan 
pelaksanaan kewajiban sebagai warga 
negara, dan begitu pula sebaliknya. Sikap 
kebangsaan dapat diwujudkan melalui se-
mangat persatuan dan kesatuan, kesiapan 
mempertahankan kemerdekaan, partisipasi 
dalam pemilu, serta pengamalan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 
(KEMENAG RI, 2019: 43).

b)	 Toleransi
Toleransi merupakan kemampuan meng-
hargai keyakinan, sikap, dan perilaku orang 
lain yang berbeda. Dalam tradisi Islam, 
toleransi dikenal dengan istilah tasamuh, 
yaitu sikap saling menghormati, meng-
hargai, dan memberi ruang terhadap per-
bedaan pandangan. Toleransi berarti tidak 
mengganggu hak orang lain dalam meyak-
ini, mengekspresikan, dan menyampaikan 
pendapatnya, meskipun berbeda dengan 
keyakinan pribadi. Toleransi beragama 
mencakup hubungan antaragama maupun 
intraagama. Antaragama tercermin dalam 
kesediaan berdialog, bekerja sama, dan 
berinteraksi dengan pemeluk agama lain. 
Sementara itu, toleransi intraagama terlihat 
dari sikap bijak dalam menyikapi perbe-
daan aliran atau kelompok dalam satu ag-
ama (Naim, dkk. 2008: 126).

c)	 Anti-Kekerasan dan Anti-Radikalisme
Kekerasan diartikan sebagai tindakan yang 
menyebabkan penderitaan atau kerugian 
fisik maupun nonfisik. Dalam moderasi 

beragama, sikap anti-kekerasan berarti me-
nolak segala bentuk tindakan kasar, baik 
verbal maupun nonverbal, dalam memper-
juangkan perubahan. Radikalisme dipahami 
sebagai paham yang menginginkan peru-
bahan secara cepat dan drastis dengan cara 
kekerasan atas nama agama, baik melalui 
pemikiran, ucapan, maupun tindakan fisik. 
Sikap moderat menolak cara-cara tersebut 
dan lebih mengedepankan pendekatan da-
mai, dialogis, serta menghormati sistem so-
sial yang berlaku (Mulyana, 2022).

d)	 Penerimaan terhadap Tradisi Beragama dan 
Sikap Akomodatif terhadap Budaya Lokal
Masyarakat Indonesia memiliki keberag-
aman etnis, bahasa, agama, dan budaya 
yang sangat luas. Keragaman ini dapat 
menjadi kekuatan pemersatu, namun juga 
berpotensi menimbulkan konflik apabila ti-
dak dikelola dengan baik. Dalam konteks 
moderasi beragama, sikap akomodatif ter-
hadap budaya lokal menunjukkan keterbu-
kaan dalam menerima praktik keagamaan 
yang selaras dengan tradisi setempat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan aja-
ran pokok agama. Individu yang moderat 
cenderung lebih ramah terhadap kearifan 
lokal, sedangkan kelompok yang ekstrem 
biasanya menolak tradisi karena dianggap 
mencemari kemurnian agama. Dengan me-
mahami keempat indikator tersebut komit-
men kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan 
dan anti-radikalisme, serta penerimaan ter-
hadap tradisi dan budaya lokal kita dapat 
menilai secara lebih objektif apakah suatu 
sikap dan praktik keagamaan mencermink-
an moderasi atau justru mengarah pada ek-
stremisme (Mulyana, 2022).

b.	 Konflik Sosial Bernuansa Agama

Kerusuhan sosial telah menjadi fenome-
na yang kerap mewarnai perjalanan bangsa In-
donesia. Sejak dekade 1990-an, berbagai konf-
lik bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antar 
Golongan (SARA) terjadi di sejumlah daerah. 
Sasaran kerusuhan sering kali menyentuh sim-
bol dan tempat ibadah, seperti gereja, masjid, 
serta rumah ibadah lainnya. Sejumlah peristi-
wa besar tercatat pada periode tersebut, antara 
lain kerusuhan di Situbondo pada 10 Oktober 
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1996, di Tasikmalaya pada 26 Desember 1996, 
di Karawang pada 1997, serta peristiwa 13–15 
Mei 1998 yang dikenal sebagai “Tragedi Mei” 
di Jakarta, Surakarta, Surabaya, Palembang, 
dan Medan. Konflik bernuansa agama juga ter-
jadi di Ambon dan wilayah Maluku Utara se-
jak 19 Januari 1999, serta insiden di Komplek 
Doulos Tugu Cipayung, Jakarta Timur, pada 15 
Desember 1999, di samping berbagai kerusu-
han lainnya. Menurut Tamrin Amal Tamagola 
sebagaimana dikutip oleh M. Atho Mudzhar, 
konflik sosial umumnya lahir dari pertemuan 
empat unsur utama: konteks pendukung, akar 
konflik, sumbu (fuse factor), dan pemicu. Da-
lam konflik bernuansa agama, konteks pen-
dukung dapat berupa pola permukiman atau 
pekerjaan yang terpisah berdasarkan agama, 
persaingan demografis antarumat beragama, 
maupun urbanisasi yang meminggirkan pen-
duduk lokal. Kondisi semacam ini tampak 
dalam konflik di Ambon, di mana pertikaian 
berkembang menjadi aksi saling menyerang 
hingga perebutan wilayah demi membangun 
dominasi budaya tertentu (Tholkhah, 2002: 1).

Akar konflik biasanya bersumber pada 
ketidakadilan sosial atau marginalisasi yang 
berlangsung lama, terutama dalam perebutan 
sumber daya ekonomi maupun kekuasaan. 
Ketika satu kelompok menguasai lahan, ha-
sil produksi, atau jabatan publik dalam wak-
tu panjang, sementara kelompok lain merasa 
terpinggirkan, ketegangan mudah mening-
kat. Jika kelompok yang dominan dan ter-
deprivasi berasal dari latar agama berbeda, 
konflik sosial dapat berubah menjadi konflik 
bernuansa agama. Dengan demikian, konflik 
sering kali bermula dari persaingan ekonomi 
dan politik. Selama kompetisi berjalan ses-
uai aturan yang dianggap adil, konflik dapat 
dihindari. Namun, sentimen suku, ras, atau 
agama yang telah lama tersimpan dapat men-
jadi “sumbu” yang sewaktu-waktu tersulut. 
Pemicu konflik kerap berupa peristiwa kecil 
seperti pertengkaran individu yang kemudian 
dijadikan alasan untuk meluasnya kekerasan. 

Konflik bernuansa agama cenderung san-
gat destruktif karena pelakunya merasa bertindak 
atas nama tujuan luhur, bukan sekadar kepent-
ingan pribadi. Simbol-simbol agama pun kerap 
dimanfaatkan untuk melegitimasi tindakan terse-
but. Dalam konteks modern, konflik semacam 
ini tidak hanya terjadi antaragama, tetapi juga di 
dalam komunitas agama yang sama. Pada dasarn-

ya, konflik agama bersifat laten dan dapat mun-
cul kapan saja, sering kali dipicu oleh benturan 
kepentingan politik. Banyak konflik yang tam-
pak religius sebenarnya berakar pada persoalan 
nonteologis, seperti ekonomi, sosial, dan kekua-
saan. Karena itu, anggapan bahwa konflik sosial 
murni disebabkan oleh ajaran agama semata pada 
dasarnya sulit dibuktikan.

c.	 Internalisasi Nilai Moderasi Beragama 
di Lingkungan Pemerintahan

Masyarakat Indonesia dikenal dengan ting-
kat kemajemukan dan pluralitas yang tinggi. 
Keberagaman tersebut mencakup perbedaan ag-
ama, budaya, etnis, bahasa, hingga status sosial, 
sehingga Indonesia tidak hanya bersifat multi-et-
nik dan multikultural, tetapi juga multiagama. 
Keragaman dalam berbagai aspek kehidupan 
ini menjadi ciri khas sekaligus identitas bangsa. 
Dalam konteks tersebut, internalisasi moderasi 
beragama memiliki peran penting sebagai kon-
sep sekaligus metode yang menekankan sikap 
saling menghormati dan toleransi antarumat be-
ragama. Moderasi beragama mengajarkan bahwa 
setiap individu memiliki hak untuk meyakini dan 
menjalankan ajaran agamanya tanpa tekanan, 
diskriminasi, maupun ancaman dari pihak mana 
pun. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancas-
ila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persat-
uan, dan keadilan social (Faruk, 2021: 62).

Heterogenitas masyarakat Indonesia 
sejatinya merupakan kekayaan nasional yang 
patut disyukuri, bukan alasan untuk me-
nimbulkan perpecahan antarsesama warga 
bangsa. Namun, realitas menunjukkan bah-
wa isu-isu keagamaan kerap dimanfaatkan 
untuk memicu konflik, mulai dari provoka-
si berbasis suku, ras, dan golongan hingga 
benturan antar kelompok agama. Di sisi lain, 
perkembangan zaman yang pesat juga mem-
bawa tantangan tersendiri, karena nilai-nilai 
persaudaraan dan kedamaian perlahan dapat 
tergerus apabila tidak dirawat dengan baik. 
Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya 
ketahanan sosial masyarakat. Situasi terse-
but menjadi tantangan serius bagi keber-
langsungan kehidupan berbangsa di tengah 
keragaman suku, ras, golongan, dan agama. 
Oleh sebab itu, moderasi beragama dipaha-
mi sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku 
yang menempatkan diri pada posisi tengah, 
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tidak ekstrem, serta mengedepankan keseim-
bangan dalam beragama. Tujuan utamanya 
adalah menciptakan toleransi dan kerukunan 
antarumat beragama sehingga kehidupan so-
sial tetap harmonis (Kiki, 2023).

Tidak hanya dalam ranah masyarakat 
luas, internalisasi nilai-nilai moderasi be-
ragama juga sangat penting diwujudkan di 
lingkungan pemerintahan. Aparatur negara se-
bagai pelayan publik dan pengambil kebijakan 
harus mampu menjadi teladan dalam mengim-
plementasikan sikap moderat, adil, dan in-
klusif. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi 
beragama dapat terbangun secara sistematis, 
baik dalam kehidupan sosial kemasyaraka-
tan maupun dalam tata kelola pemerintah-
an. Internalisasi nilai moderasi beragama di 
lingkungan pemerintahan merupakan bagian 
penting dari upaya memperkuat kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang harmonis da-
lam masyarakat majemuk. Indonesia sebagai 
negara dengan keberagaman agama, suku, 
budaya, dan bahasa membutuhkan tata kelo-
la pemerintahan yang tidak hanya profesion-
al, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam 
merawat kerukunan (Nashohah, 2021: 142). 
Dalam konteks ini, moderasi beragama bu-
kan sekadar wacana normatif, melainkan nilai 
yang harus dihidupi, dipraktikkan, dan diinte-
grasikan dalam setiap lini birokrasi.

Secara umum, moderasi beragama dimak-
nai sebagai cara pandang, sikap, dan praktik 
beragama yang menempatkan nilai keadilan, 
keseimbangan, dan penghormatan terhadap per-
bedaan sebagai prinsip utama. Dalam kerangka 
kebangsaan Indonesia, moderasi beragama se-
laras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi 
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin ke-
bebasan beragama sekaligus menegaskan pent-
ingnya persatuan nasional. Pemerintah, sebagai 
representasi negara, memiliki tanggung jawab 
moral dan konstitusional untuk memastikan bah-
wa nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi reg-
ulasi tertulis, tetapi juga terinternalisasi dalam 
budaya kerja aparatur sipil negara. Secara lebih 
khusus, internalisasi nilai moderasi beragama di 
lingkungan pemerintahan berarti proses menana-
mkan dan membudayakan prinsip-prinsip seperti 
komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, 
serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal ke 
dalam pola pikir (mindset), sikap (attitude), dan 
perilaku (behavior) aparatur negara. Internalisa-
si tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi 

menuntut transformasi kesadaran individu dan 
kolektif sehingga nilai tersebut menjadi bagian 
dari identitas birokrasi.

Di lingkungan pemerintahan, urgensi in-
ternalisasi ini semakin terasa karena aparatur 
negara berperan sebagai pengambil kebijakan, 
pelayan publik, sekaligus figur teladan di ten-
gah masyarakat. Apabila aparatur memiliki 
cara pandang keagamaan yang ekstrem atau 
diskriminatif, hal tersebut dapat memengaruhi 
kualitas pelayanan publik dan berpotensi me-
nimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, apara-
tur yang moderat akan lebih mampu bersikap 
inklusif, adil, dan profesional dalam melayani 
seluruh warga tanpa membedakan latar be-
lakang agama. Adapun langkah-langkah yang 
dapat dilakukan dalam menginternalisasikan 
nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan 
pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1.	 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Internal
Langkah awal internalisasi dimulai dari 
komitmen kelembagaan. Pimpinan instan-
si perlu menetapkan kebijakan yang secara 
eksplisit mendukung penguatan moderasi 
beragama, misalnya melalui peraturan in-
ternal, surat edaran, atau kode etik apara-
tur. Regulasi ini berfungsi sebagai lan-
dasan normatif yang mengikat seluruh 
pegawai agar menjunjung tinggi prinsip 
non-diskriminasi, netralitas, dan penghor-
matan terhadap keberagaman.

2.	 Integrasi dalam Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur
Nilai moderasi beragama perlu diinte-
grasikan dalam kurikulum pendidikan dan 
pelatihan (diklat) aparatur sipil negara. Ma-
teri pelatihan tidak hanya membahas aspek 
administratif dan teknis, tetapi juga pengua-
tan wawasan kebangsaan, etika pelayanan 
publik, serta pengelolaan keberagaman. 
Dengan demikian, aparatur tidak hanya 
memahami konsep moderasi secara teori-
tis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya 
dalam situasi kerja nyata.

3.	 Keteladanan Pimpinan (Leadership by 
Example)
Internalisasi nilai sangat bergantung pada 
keteladanan pimpinan. Pemimpin instansi 
harus menunjukkan sikap inklusif, adil, dan 
menghargai perbedaan dalam setiap kebi-
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jakan dan interaksi. Keteladanan ini men-
ciptakan budaya organisasi yang kondusif 
bagi tumbuhnya sikap moderat. Ketika 
pimpinan secara konsisten mengedepankan 
dialog dan musyawarah dalam menyele-
saikan perbedaan, pegawai akan terdorong 
meneladani sikap tersebut.

4.	 Penciptaan Budaya Kerja Inklusif
Lingkungan kerja perlu dirancang sebagai 
ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh 
pegawai, tanpa memandang latar belakang 
agama. Hal ini dapat diwujudkan melalui 
kebijakan yang menghormati hari besar 
keagamaan, penyediaan fasilitas ibadah 
secara proporsional, serta pengaturan jad-
wal kerja yang sensitif terhadap kebutuhan 
keagamaan. Budaya kerja inklusif akan 
memperkuat rasa saling menghormati dan 
kebersamaan di antara pegawai.

5.	 Dialog dan Forum Lintas Agama di Internal 
Instansi
Menyelenggarakan forum diskusi, dialog, 
atau kegiatan kebersamaan lintas agama 
di lingkungan pemerintahan dapat menjadi 
sarana efektif untuk memperkuat pemaha-
man dan empati antarpegawai. Forum ini 
tidak bertujuan mencampuradukkan ajaran 
agama, melainkan membangun komunikasi 
yang sehat dan saling menghargai. Melalui 
dialog, potensi kesalahpahaman dapat di-
minimalkan sejak dini (Selfi, 2023).

6.	 Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
Internalisasi nilai memerlukan proses eval-
uasi secara berkala. Instansi dapat melaku-
kan survei internal mengenai persepsi 
keberagaman, memantau potensi diskrim-
inasi, serta menindaklanjuti laporan pe-
langgaran kode etik yang berkaitan dengan 
intoleransi atau radikalisme. Pengawasan 
yang konsisten memastikan bahwa nilai 
moderasi tidak hanya menjadi slogan, teta-
pi benar-benar dijalankan.

7.	 Sinergi dengan Program Nasional Moderasi 
Beragama
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ag-
ama Republik Indonesia telah menggagas 
penguatan moderasi beragama sebagai pro-
gram strategis nasional. Instansi pemerin-
tah, baik di tingkat pusat maupun daerah, 

dapat bersinergi dengan program tersebut 
melalui kolaborasi kegiatan, penyediaan 
narasumber, atau integrasi kebijakan sek-
toral. Sinergi ini memperluas dampak in-
ternalisasi hingga ke masyarakat luas.

8.	 Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif 
dalam Pelayanan Publik
Salah satu indikator keberhasilan inter-
nalisasi adalah terwujudnya pelayanan 
publik yang adil dan setara. Aparatur 
harus memastikan bahwa setiap warga 
memperoleh hak dan layanan yang sama 
tanpa perlakuan berbeda berdasarkan ag-
ama. Standar operasional prosedur (SOP) 
perlu dirancang secara netral dan berori-
entasi pada prinsip keadilan sosial.

9.	 Penguatan Literasi Digital dan Pencegahan 
Radikalisme
Di era digital, penyebaran paham ekstrem 
dapat terjadi melalui media sosial dan 
platform daring. Oleh karena itu, inter-
nalisasi nilai moderasi beragama juga ha-
rus mencakup peningkatan literasi digital 
aparatur agar mampu memilah informa-
si, menghindari penyebaran hoaks, serta 
tidak terpapar ideologi radikal. Langkah 
ini penting untuk menjaga netralitas dan 
integritas birokrasi.

10.	 Penghargaan terhadap Praktik Baik (Best 
Practices)
Memberikan apresiasi kepada unit kerja 
atau individu yang berhasil mempraktik-
kan nilai moderasi beragama secara nyata 
akan mendorong budaya positif di lingkun-
gan pemerintahan. Penghargaan ini dapat 
berupa pengakuan formal, sertifikat, atau 
publikasi praktik baik yang dapat dijadikan 
contoh bagi instansi lain.

Langkah-langkah tersebut internalisasi 
nilai moderasi beragama di lingkungan pemer-
intahan tidak hanya menjadi program sesaat, 
tetapi berkembang menjadi budaya organisasi 
yang berkelanjutan. Proses ini membutuhkan 
komitmen bersama, mulai dari pimpinan hingga 
pegawai paling bawah, agar nilai-nilai kebang-
saan dan keagamaan dapat berjalan seimbang. 
Lingkungan pemerintahan yang berhasil mengin-
ternalisasikan moderasi beragama akan menjadi 
fondasi kuat bagi terciptanya tata kelola yang 
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inklusif, adil, dan berorientasi pada persatuan. 
Ketika aparatur negara mampu menjadi teladan 
dalam merawat keberagaman, maka masyarakat 
pun akan lebih mudah menumbuhkan sikap sa-
ling menghargai dan menjaga keutuhan bangsa.

IV.	 PENUTUP

Internalisasi nilai moderasi beragama di 
lingkungan pemerintahan merupakan langkah 
strategis dalam membangun tata kelola yang 
inklusif, adil, dan berorientasi pada persatuan 
bangsa. Di tengah kemajemukan masyarakat 
Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pan-
casila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 
1945, penguatan sikap moderat di kalangan 
aparatur negara menjadi instrumen penting 
dalam mencegah potensi konflik sosial yang 
bernuansa agama, suku, ras, maupun golon-
gan. Melalui penanaman nilai komitmen ke-
bangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta sikap 
akomodatif terhadap budaya lokal, lingkungan 
pemerintahan dapat berfungsi sebagai ruang 
keteladanan dalam merawat keberagaman. Ke-
tika nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam 
pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur, maka 
pelayanan publik akan berjalan secara pro-
fesional, non-diskriminatif, dan berkeadilan. 
Internalisasi moderasi beragama bukan seka-
dar program normatif, melainkan kebutuhan 
mendasar dalam memperkuat ketahanan sosial 
dan mencegah disintegrasi. Komitmen bersa-
ma, konsistensi kebijakan, serta keteladanan 
pimpinan menjadi kunci agar moderasi be-
ragama benar-benar menjadi budaya birokrasi 
yang berkelanjutan demi terwujudnya harmoni 
dan stabilitas sosial di Indonesia.
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